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Penumpang Kereta Api Jarak Jauh yang 
Belum Booster Wajib Skrining Covid-19
Penumpang  Kereta Api yang belum 
booster vaksin Covid-19 wajib tes RT-
PCR. Jika tidak akan ditolak dan dipersi-
lakan untuk membatalkan tiketnya.

sampai di stasiun tujuan,” 
pungkas Luqman.

Berikut persyaratan leng-
kap perjalanan menggunakan 
Kereta Api Jarak Jauh dan 
Lokal mulai 17 Juli:

Syarat Naik KA Jarak Jauh
a) Vaksin ketiga (booster) 

tidak perlu menunjukkan hasil 
negatif  screening Covid-19

b) Vaksin kedua wajib 
menunjukkan hasil negatif  
Rapid Tes Antigen 1x24 jam 
atau tes RT-PCR 3x24 jam

c) Vaksin pertama wajib 
menunjukkan hasil negatif  tes 
RT-PCR 3x24 jam

d) Tidak/belum divaksin 
dengan alasan medis wajib 
menunjukkan surat keteran-
gan dokter dari rumah sakit 
pemerintah dan hasil negatif  
tes RT-PCR 3x24 jam

e) Pelanggan dengan usia 
6-17 tahun wajib menunjukkan 
kartu/sertifi kat vaksin dosis 
kedua tanpa menunjukkan ha-
sil negatif  screening Covid-19. 
Jika vaksin dosis pertama wajib 
menunjukkan hasil negatif  tes 
RT-PCR 3x24 jam.

f) Pelanggan dengan usia 
di bawah 6 tahun tidak wajib 
vaksin dan tidak wajib menun-
jukkan hasil negatif  Rapid Tes 
Antigen atau RT-PCR namun 
wajib ada pendamping yang 
memenuhi persyaratan perjala-
nan.  han

pelanggan. Hasilnya data 
tersebut dapat langsung dik-
etahui oleh KAI pada saat 
pemesanan tiket melalui KAI 
Access, web KAI, dan pada 
saat boarding.

Pelanggan tetap diwajib-
kan menggunakan masker 
selama dalam perjalanan kereta 
api dan saat berada di sta-
siun. Masker yang digunakan 
merupakan masker kain 3 
lapis atau masker medis yang 
menutup hidung, mulut, dan 
dagu. Pelanggan harus meng-
ganti masker secara berkala 
setiap 4 jam dan membuang 
limbah masker di tempat yang 
disediakan.

Selain itu, untuk mem-
bantu calon pelanggan yang 
akan melengkapi persyaratan, 
KAI juga masih menyediakan 
layanan Rapid Test Antigen 
seharga Rp35.000 di 3 sta-
siun wilayah Daop 8 Sura-
baya, yakni Stasiun Surabaya 
Pasarturi, Stasiun Surabaya 
Gubeng, Stasiun Malang, dan 
akan berkordinasi lebih lanjut 
untuk penambahan antigen di 
beberapa lokasi lainnya.

“KAI akan memastikan 
seluruh pelanggan menerap-
kan protokol kesehatan yang 
telah ditetapkan pemerintah. 
Tujuannya untuk tetap men-
jadikan perjalanan kereta api 
yang aman, nyaman, dan sehat 

untuk mendukung program 
pemerintah dalam penan-
ganan Covid-19 pada lokasi 
yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah.

Perlu diketahui bahwa KAI 
sendiri  sudah menyediakan 
fasilitas vaksinasi di berbagai 
lokasi stasiun dan klinik kes-
ehatan KAI. Jumlahnya akan 
terus ditambah menjelang 
pemberlakuan SE Kemenhub 
Nomor 72 tersebut pada 17 
Juli mendatang.

“Penumpang yang tidak 
melengkapi persyaratan akan 
ditolak untuk berangkat dan 
dipersilakan untuk membatal-
kan tiketnya,” tegasnya.

Dalam rangka memper-
lancar proses pemeriksaan, 
KAI telah mengintegrasikan 
ticketing system KAI den-
gan aplikasi Peduli Lindungi 
untuk memvalidasi data vak-
sinasi dan hasil tes Covid-19 

SURABAYA (IM) - Pe-
num pang Kereta Api (KA) ja-
rak jauh yang belum menerima 
vaksinasi ketiga (booster) wajib 
menunjukkan hasil negatif  tes 
RT-PCR atau Rapid Test An-
tigen yang masih berlaku pada 
saat boarding. Kebijakan ini 
berlaku mulai keberangkatan 
17 Juli 2022.

Manager Humas PT Kere-
ta Api Indonesia (KAI) Daerah 
Operasi (Daop) 8 Surabaya 
Luqman Arif  mengatakan, 
aturan tersebut menyesuaikan 
dengan terbitnya Surat Edaran 
(SE) Kementerian Perhubun-
gan (Kemenhub) Nomor 72 

Tahun 2022 tentang Petun-
juk Pelaksanaan Perjalanan 
Orang Dalam Negeri dengan 
Transportasi Perkeretaapian 
pada Masa Pandemi Covid-19 
tanggal 8 Juli 2022.

 “KAI mendukung seluruh 
kebijakan pemerintah untuk 
perjalanan kereta api di masa 
pandemi Covid-19. Kebijakan 
ini diharapkan dapat menekan 
kembali penyebaran Covid-19 
di masyarakat,” kata Luqman 
Arif, Senin (11/7).

Oleh karena i tu ,  d ia 
mengimbau calon penump-
ang untuk mulai melakukan 
vaksinasi hingga vaksin ke-3 
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SIDANG ETIK
WAKIL KETUA KPK

LILI PINTAULI SIREGAR
Ketua Dewan Pengawas (De-
was) KPK Tumpak Hatorangan 
Panggabean (kedua kanan) 
didampingi tiga orang Anggota 
Dewas KPK Harjono (kanan), 
Albertina Ho (kedua kiri) dan 
Syamsudin Haris (kiri) mem-
berikan keterangan pers usai 
persidangan dugaan pelang-
garan etik Wakil Ketua KPK 
Lili Pintauli Siregar di Gedung 
Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, 
Jakarta, Senin (11/7). Sidang etik 
Lili Pintauli Siregar dinyatakan 
gugur oleh Dewas KPK, karena 
Lili sudah resmi mengundurkan 
diri dari pimpinan KPK.

SURABAYA (IM) - Ke-
jaksaan Tinggi Jawa Timur 
akan menuntut tersangka 
pencabulan santriwati Moch 
Subchi Azal Tsani (MSAT) 
alias Mas Bechi (42), pasal 
berlapis dengan ancaman 12 
tahun penjara. Meski demiki-
an, anak KH. Mukhtar Mukti, 
pimpinan Pondok Pesantren 
Shiddiqiyyah Ploso,  Jom-
bang, tidak akan dihukum 
kebiri.

Kepala Kejaksaan Tinggi 
Jawa Timur Mia Amiati, me-
nyebutkan, Undang-Undang 
yang mengatur tentang huku-
man kebiri belum berlaku di 
indonesia.

“Hukuman kebiri tidak 
berlaku karena tempus delikti 
belum sampai diterbitkan 
undang undang, dimana un-
dang undang ini tidak berlaku 
surut belum diterbitkan saat 
itu,” ujar Mia, Senin (11/7).

“Kejati Jatim telah me-
nyerahkan berkas perkara 
kasus pencabulan MSAT ke 
Pengadilan Negeri Surabaya 
pada Jumat 8 Juli 2022 lalu 
untuk segera disidangkan,” 
ujarnya. 

Dalam penegakan hukum 
kasus pencabulan dengan 
tersangka MSAT, pihaknya 
telah menyusun dakwaan 
dengan pasal berlapis yakni 
pasal 285 KUHP,289 KUHP 
serta pasal 294 ayat 2 KUHP 
tentang kekerasan seksual 
dengan ancaman hukuman 
maksimal 12 tahun penjara.

“Bahwa dalam dakwaan 
di persidangan nanti hanya 
ada 1 korban sesuai dengan 
berkas perkara yang dilim-
pahkan oleh kepolisian,”kata 
Mia.

“Karena korban yang 
lain diakui menarik diri. 
Satu orang saksi korban 
tersebut dapat diproses 
karena adanya pembuktian 
dari alat bukti dan didu-
kung oleh keterangan ahli 
yang mendukung kesaksian 
korban,”tambahnya.

Dalam pers idangan, 

nantinya pihak kejaksaan 
tinggi telah menunjuk 10 
orang jaksa penuntut umum, 
termasuk Kajati Jatim Mia 
Asmiati yang turun tangan 
untuk melakukan penegakan 
hukum dalam kasus yang 
sudah dilaporkan tahun 2019 
silam.

“Nanti kami lihat pros-
es pembuktian seperti apa. 
Kami sudah pelajari dalam 
berkas perkara nanti di pen-
gadilan dan pemeriksaan dan 
bisa ditemukan alat bukti 
baru , pasti jaksa memberi 
tuntutan tertinggi,” tandas-
nya.

Ketua Komisi Nasional 
Perlindungan Anak (Komnas 
PA), Arist Merdeka Sirait 
menyoroti nasib anak-anak  
didik setelah izin operasional 
Ponpes Majma`al Bahrain 
Shiddiqiyyah, Jombang, div-
abut Kementarian Agama 
(Kemenag).

“Permasalahan baru ini 
adalah Pesantren itu sudah 
dicabut izinnya. Itu berarti 
kan mengorbankan sekitar 
5000-an anak yang menggan-
tungkan proses pendidikan di 
ponpes itu. Terus bagaimana 
nasib anak-anak itu mau ke-
mana sekolahnya?,” ujar Arist 
kepada wartawan melalui 
telepon, Senin (11/7).

Menurut Arist, Komnas 
PA mengusulkan Ponpes 
tersebut diliburkan semen-
tara agar santri dan santriwati 
disana bisa kembali mengi-
kuti pendidikan di Ponpes 
tersebut.

“Kami mengusulkan se-
baiknya Ponpes itu diliburkan 
saja sementara supaya proses 
peradilan MSAT itu berja-
lan,” jelas Arist.

Dia berharap, nasib pen-
didikan anak-anak santri itu 
seharusnya jangan dikor-
bankan. Oleh sebab itu, den-
gan meliburkan sementara, 
orang tua santri dapat men-
arik anaknya terlebih dahulu 
sementara menunggu proses 
peradilan berjalan.  han

Cabuli Santriwati, Mas Bechi 
Tak akan Dihukum Kebiri
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KPU BANTEN DITERIMA AUDIENSI POLDA BANTEN
Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto menerima audiensi 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten  dipimpin Ketua KPU 
Provinsi Banten Wahyul Furqon di ruang kerja Kapolda Banten,  Senin 
(11/07). Pada pertemuan tersebut Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy 
Heriyanto didampingi Karoops Polda Banten Kombes Pol Dedy Suhartono 
dan Dirintelkam Polda Banten Kombes Pol Suhandana Cakrawijaya.

JAKARTA (IM) - Mantan 
Presiden Aksi Cepat Tanggap 
(ACT) Ahyudin, membantah 
soal dugaan penyelewengan 
dana corporate social respon-
sibility (CSR) Lion Air untuk 
korban kecelakaan pesawat 
Lion Air JT-610 yang dikelola 
oleh ACT.

Kuasa hukum Ahyudin, 
Teuku Pupun Zulkifl i, men-
gatakan,  tuduhan yang di-
layangkan kepada kliennya 
tersebut masih berupa dugaan, 
dan belum ada pembuktian.

“Ya  k i t a  pa s t i  akan 
menjelaskan semua gitu lho, 
itu juga kan masih dugaan 
belum ada pembuktiannya, 
tentu akan diperiksa ini akan 
kita jelaskan sejauh mana kapa-
sitasnya, ini kan masih dugaan 
semua bos,” kata Pupun ke-
pada wartawan di Bareskrim 
Polri, Senin (11/7).

“Ya, kita sudah pasti men-
gatakan itu kan tidak benar 
ya, karena dalam proses (pen-
gelolaan) enggak ada peny-
elewengan ya, ini kan semua 
dugaan yang diarahkan ke Pak 
Ahyudin,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat 
Tindak Pidana Ekonomi Khu-
sus (Dit Tipideksus) Bareskrim 
Polri melakukan penyelidikan 
terkait kasus dugaan penyalah-
gunaan dana kemanusian oleh 
lembaga fi lantropi Aksi Cepat 
Tanggap (ACT) . Polisi pun 
telah memeriksa Presiden ACT 
Ibnu Khajar dan eks Presiden 
ACT Ahyudin.

Kepala Biro Penerangan 
Masyarakat (Karo Penmas) 
Divisi Humas Polri Brigjen 
Ahmad Ramadhan mengung-
kapkan, Bareskrim mengusut 
soal dugaan penyalahgunaan 
yang dilakukan ACT terhadap 
dana bantuan dari korban 
kecelakaan pesawat Lion Air 
Boeing JT-610 yang terjadi 
pada 18 Oktober 2018 lalu.

“Yayasan Aksi  Cepat 
Tanggap (ACT) mendapat 

rekomendasi dari 68 ahli waris 
korban kecelakaan pesawat 
Lion Air Boeing JT610 yang 
terjadi pada tanggal 18 Ok-
tober 2018 untuk menge-
lola dana sosial/CSR sebesar 
Rp138.000.000.000,” kata Ra-
madhan kepada awak media, 
Jakarta, Sabtu (9/7).

Untuk diketahui, pada 
kecelakaan pesawat Lion 
Air Boeing JT-610, masing-
masing ahli waris mendapat 
dana sosial/CSR sebesar 
USD144.500 atau setara den-
gan Rp2.066.350.000. Dalam 
hal ini, tidak dapat dikelola 
langsung melainkan harus 
menggunakan lembaga/yayas-
an dalam hal ini Yayasan ACT.

“Dan pada saat perminta-
an persetujuan kepada pihak 
Boeing dari para ahli waris 
korban, pihak yayasan ACT 
sudah membuatkan format 
berupa isi dan/atau tulisan 
pada email yang kemudian 
meminta format tersebut 
untuk dikirimkan oleh ahli 
waris korban kepada pihak 
Boeing sebagai persetujuan 
pengelolaan dana sosial/
CSR,” ujar Ramadhan.

Ia menuturkan, Yayasan 
ACT tidak memberitahukan 
realisasi jumlah dana sosial/
CSR yang diterimanya dari 
Boeing kepada ahli waris kor-
ban, termasuk nilai serta pro-
gres pekerjaan yang dikelola 
oleh ACT.  han

Eks Presiden ACT Ahyudin Bantah 
Sunat Dana Korban Kecelakaan Lion Air
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PEMERIKSAAN MANTAN
PRESIDEN ACT AHYUDIN

Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) 
Ahyudin (kiri) berjalan memasuki ruang 
pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakar-
ta, Senin (11/7). Penyidik memeriksa Ahyudin 
terkait kasus dugaan penyelewengan dana 
umat dan temuan dugaan aliran dana ke ke-
lompok Al Qaeda.

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 
PT. BAHTERA LAJU SENTOSA, tertanggal     
06 Juli 2022, No. 03, yang dibuat di hadapan 
MIRNA NUR ISLAMY, SIKom, SH, MKn,    
Notaris di Jakarta Utara, diputuskan bahwa     
PT. BAHTERA LAJU SENTOSA, berkedudukan 
di Jakarta Utara, terhitung sejak tanggal 04 Juli 
2022.

Dan menunjuk Tn. IWAN SAMSUDIN (Direktur 
Utama) sebagai likuidator, kepada semua pihak 
yang merasa berkepentingan memiliki tagihan 
terhadap Perseroan, dapat mengajukan kepada 
likuidator Perseroan dengan alamat Ruko Lodan 
Center Blok B Nomor 3, Jalan Lodan No. 02,   
Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, 
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak 
tanggal pengumuman ini.

Likuidator 
PT. BAHTERA LAJU SENTOSA

DIBUBARKAN

JAKARTA (IM) - Men-
teri Perdagangan Zulkifli 
Hasan mabagi-bagikan min-
yak goreng murah kepada 
warga saat meninjau pasar 
murah yang diadakan PAN di 
Telukbetung Timur, Bandar 
Lampung, Sabtu (9/7).

Selain membagikan min-
yak goreng murah dengan 
merek besutan Kemendag, 
Minyakita, Ketua Umum 
PAN itu juga meminta warga 
memilih putrinya, Futri Zulya 
Savitri, calon legislatif  PAN 
Dapil Lampung 1. Futri juga  
merupakan pengurus DPP 
PAN. 

Kunjungan Zulhas lantas 
menjadi sorotan karena me-
wakili dua kepentingan, yakni 
sebagai Menteri Perdagangan 
pengganti Muhammad Lutfi  
dan sebagai Ketua Umum 
PAN dan berkampanye men-
dukung putrinya. 

Namun Wakil Ketua 
Umum PAN Viva Yoga 
Maula menjelaskan bahwa  
kedatangan Zulhas ke acara 
tersebut memang mewakili 
partai, bukan pemerintah. 
Sebab acara itu adalah acara 
yang diinisiasi oleh PAN. 

“Acara itu hari Sabtu, di 
mana para pegawai ASN di 
pemerintahan libur. Acara itu 
bukan acara pemerintahan, 
tetapi acara partai. Bang 
Zulkifl i Hasan hadir selaku 
Ketua Umum PAN meninjau 
acara PAN, yaitu PANsar 
Murah,” jelas Viva Yoga, 
Senin (11/7).

Viva mengakui, Minya-
kita merupakan program 
pemerintah yakni Kemente-

rian Perdagangan untuk men-
dorong kewajiban pengusa-
ha-pengusaha minyak goreng 
memenuhi permintaan pasar 
domestik (Domestic Market 
Obligation/DMO). 

Namun kata Viva, kehad-
iran minyak goreng murah itu 
bukan serta-merta digunakan 
partai untuk kepentingan 
politik. PAN telah mem-
beli minyak goreng kemasan 
Minyakita untuk dibagikan 
kepada warga lampung dalam 
acara PANsar murah.   

“Minyak curah kemasan 
itu beli, tidak gratis. Dan 
dibagikan oleh Futri di dae-
rah pemilihannya. Hal ini 
tentu sikap yang baik karena 
dapat memberi manfaat bagi 
ibu-ibu di dapilnya,” tutur 
Viva.

Zulhas meninjau pasar 
murah minyak goreng yang 
digelar PAN di Lampung, 
Sabtu (9/7). Namun dalam 
sambutannya, Zulhas bertanya 
kepada warga yang didominasi 
ibu-ibu. Kemudian dia me-
minta ibu-ibu tidak membayar 
minyak goreng murah Rp 
10.000 per 2 liter karena sudah 
dibayar oleh Futri. Sebagai 
gantinya, dia meminta ibu-ibu 
untuk memilih Futri sebagai 
calon Legislatif  PAN Dapil 
Lampung 1.

 “Sudah bawa uangnya 
(untuk beli minyak goreng)? 
Uangnya enggak usah, di-
kantongi aja. Rp 10.000 yang 
nanggung Futri. Kasih uang-
nya. Nanti pilih Futri, ada 
deh (pasar murah) ginian 2 
bulan sekali,” jelas Zulkifl i 
disambut tawa hadirin.  mei

Zulhas Bagikan Minyak Goreng 
Sambil Kampanye Pilih Putrinya

Anggota DPR Minta Agar Aturan Main 
di KPK Harus Dijalankan dan Dihormati

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi III DPR Hin-
ca Pandjaitan meminta agar 
keputusan Lili Pintauli Siregar 
mundur dari kursi pimpinan 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) harus dihormati.   

Menurut politikus Partai 
Demokrat itu, persoalan yang 
menjerat Lili harus dijadikan 
pelajaran untuk seluruh pihak. 
Dalam hal ini, baik pimpinan 
maupun pegawai KPK harus 
menegakkan kode etik yang 
berlaku di KPK. 

“Aturan main KPK di-
jalankan, aturan main UU, itu 
kita hormati. Dan sekali lagi itu 
pelajaran yang paling berharga 
buat siapa saja agar penyeleng-
gara KPK untuk tetap patuh 
pada aturan main yang sudah 
ditetapkan,” kata Hinca di 
Kompleks Parlemen Senayan, 
Jakarta, Senin (11/7).

Dengan menegakkan 
aturan yang ada, ia menam-
bahkan, integritas KPK seb-
agai lembaga antirasuah dapat 
dijaga. Sehingga, publik pun 
diharapkan dapat kembali 
memberikan kepercayaan ke-

pada institusi tersebut. 
“Kita jaga integritas KPK 

sehingga masyarakat memberi 
tingkat kepercayaan yang tinggi 
kembali kepada KPK,” ucap 
Hinca. 

 
Firli Berterima Kasih

Ketua Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) Firli Ba-
huri mengucapkan terima ka-
sih kepada Lili Pintauli Siregar 
(LPS) yang baru saja mundur 
dari posisi Wakil Ketua KPK. 
Firli berterima kasih kepada 
Lili atas kinerjanya sebagai 
pimpinan KPK selama ini. 

“Kami juga sampaikan 
terima kasih kepada Ibu Lili 
Pintauli Siregar atas kerjanya 
selama menjabat sebagai pimp-
inan KPK,” ujar Firli dalam 
keterangannya, Senin (11/7).

Firli menjelaskan, KPK 
sudah mengetahui pengun-
duran diri Lili tersebut. Dia 
menyebutkan, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) juga sudah 
menyetujui dan menandatan-
gani Keppres 71/P Tahun 
2022 tentang pemberhentian 
Lili Pintauli Siregar, terhitung 

per tanggal 11 Juli 2022. 
Selanjutnya, berdasarkan 

UU Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002, bahwa dalam hal 
terjadi kekosongan pimpinan 
KPK, Jokowi akan mengaju-
kan calon anggota pengganti 
kepada DPR RI sebagaimana 
diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan. 

Firli menyampaikan komit-
men KPK dalam pemberan-
tasan korupsi untuk mewujud-
kan Indonesia yang bersih dan 
berbudaya antikorupsi.

 “KPK berkomitmen terus 
melaksanakan tugas-tugas 
pemberantasan korupsi se-
bagaimana amanah UU dan 
bersinergi bersama seluruh 
pemangku kepentingan serta 
masyarakat melalui upaya pen-
didikan, pencegahan, dan pen-
indakan,” tutur Firli. 

Firli meminta seluruh ma-
syarakat untuk tidak memberi-
kan hadiah atau gratifi kasi ke-
pada pimpinan, dewas (dewan 
pengawas), ataupun pegawai 
KPK.  mei 

LILI PINTAULI MUNDUR DARI KPK


